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KUESIONER

A. UMUM

Responden yang terhormat, Peryataan dibawah ini hanya semata-mata untuk data
penelitian dalam rangka penyusunan tesis pada Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Medan Area. Saya mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi kuesioner
berikut ini sesuai dengan kondisi pekerjaan di lapangan, menjunjung tinggi kejujuran, dan
tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Terima kasih.

B.IDENTITAS RESPONDEN (mohon diisi)

Nama

Usia

Jenis kelamin

Lama Bekerja
Jabatan/Subdepartemen:

C.KETERANGAN

Pernyataan yang ada hanya dijawab dengan membubuhkan tanda checklist (\) pada
salah satu pilihan jawaban yang sesuai dengan pendapat Saudara/i dan sesuai dengan kondisi
yang sebenarnya.

Sebelum dan sesudahnya Saya sampaikan terimakasih.

Adapun makna kodenya adalah:
SS : Sangat Setuju

S : Setuju

KS : Kurang Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju
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IMPLEMENTASI KEBIJAKKAN (X1)

No

Pertanyaan

| ss | s | KS | TS | STS

1. Komunikasi

Aparat pemerintah memberikan pelayanan
Informasi mengenai prosedur pelayanan di
Kantor Kelurahan Kotamatsum I
Kecamatan Medan Area

Aparat pemerintah mengedepankan
kepentingan masyarakat di dalam
menyelenggarakan pelayanan publik

Pelayanan yang disampaikan aparat tidak
berbelit - belit

Pelayanan yang disampaikan aparat untuk
semua kalangan masyarakat

Aparat pemerintah melakukan sosialisali
pelayanan publik yang berpihak pada
masyarakat di Kantor Kelurahan
Kotamatsum I Kecamatan Medan Area

2. SDM

1

Aparat memiliki kemampuan dan keahlian
menjelaskan tentang kebijakan publik

Kantor Kelurahan Kotamatsum I
Kecamatan Medan Area memiliki ruang
yang nyaman kepada masyarakat

Kantor Kelurahan Kotamatsum I
Kecamatan Medan Area memiliki petugas
yang cukup untuk melayani pengaduan
masyarakat

Lurah selalu memberi wewenang kepada
pegawai untuk memberikan pelayanan dan
menyelesaikan persoalan publik

Aparat pelayanan publik sudah tepat
sasaran dan tepat guna dalam menjalankan

tugas

3. Dis

posisi/Sikap

Aplarat pelayanan publik memiliki sikap
yang tegas tidak menunda, mengacuhkan
pekerjaan

Aparat yang ditempatkan pada pelayanan
publik haruslah orang-orang yang memiliki
dedikasi pada kebijakan yang telah
ditetapkan
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3 | Aparat memiliki sikap yang ramah dan
santun dalam melayani masyarakat

Aparat di Kelurahan Kotamatsum I
4 | Kecamatan Medan Area di dalam
menyelesaikan tugasnya selalu tepat waktu

5 | Aparat memberi respon yang sangat
menghargai setiap masyarakat yang datang

4. Struktur Birokrasi

Kelurahan Kotamatsum I Kecamatan
Medan Area sering melakukan evaluasi

! kegiatan yang berhubungan dengan
kebijakanan pemerintah
Pengaduan masyarakat mendapat perhatian
) khusus dan ditindak lanjuti oleh aparat di

kelurahan Kotamatsum I Kecamatan Medan
Area

Pemecahan masalah komplain masyarakat
3 | di diskusikan bersama-sama dengan aparat
kelurahan dan masyarakat

Aparat kelurahan Kotamatsum I Kecamatan
Medan Area selalu open manajement

4 tentang kesesuaian biaya yang dibayarkan
dengan biaya yang ditetapkan
Aparat kelurahan Kotamatsum I Kecamatan
5 Medan Area memfasilitasi partisipasi

masyarakat untuk mengekspresikan
pendapat
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KUALITAS PELAYANAN (X2)

No Pertanyaan ‘ SS | S ‘ KS ‘ TS ‘ STS
1. Tangible
Aparat Kelurahan Kotamatsum I Kecamatan
1 | Medan Area selalu terlihat rapi dan sopan
dalam melayani masyarakat
Pelayanan pengaduan masayakat sudah
2 dilengkapi komputerisasi admanistrasi
3 Kuglitas pelayanan dilengkapi Qengan sarana
fisik perkantoran yang memadai
Ruangan kantor Kelurahan Kotamatsum I
4 | Kecamatan Medan Area di lengkapi dengan
beberapa standar operasional prosedur
Kantor Kelurahan Kotamatsum I Kecamatan
5 | Medan Area terdapat ruang tunggu

yangaman dan nyaman

2. Reliability

aparat pemerintahan di Kelurahan

1 | Kotamatsum I Kecamatan Medan Area
memeberi kemudahan prosedur pelayanan
Pelayanan pemerintah di Kelurahan

2 | Kotamatsum I Kecamatan Medan Area
disediakan secara benar dan tepat waktu,

3 Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan
jenis pelayanannya
Kejelasan sikap aparat dalam memberikan

4 | informasi dan keterangan
mengenaipengurusan pelayanan

5 Kemampuan petugas dalam memberikan

pelayanan

3. Responsive

Kemampuan aparat untuk cepat tanggap

1 | terhadap pengaduan masyarakat pengguna
layanan

5 | Aparat melakukan tindakan cepat dalam
menyelesaikan pengaduan masyarakat

3 | Kesediaan aparat mendengarkan pengaduan
masyarakat

4 Aparat tanggap dalam melayani masyarakat

yang memiliki permasayahan
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Aparat memiliki kesanggupan dalam
5 | membantu masyarakat dalam memecahkan
permasalahannya

4. Assurance

1 aparat dapat menjelaskan dengan baik

tentang mekanisme pemecahan masalah atau
pengaduan masyarakat

Aparat selalu ramah dan santun dalam
melayani pengaduan masyarakat

Aparat memberikan arahan dan masukan
kepada masyarakat yang berkaiatan dengan
pengaduan

aparat memiliki kemampuan menyeluruh
tentang kebijakan pemerintah

5 | Aparat memiliki kemampuan untuk
menjawab pertanyaan atau pengaduan
masyarakat

5. Emphaty

Aparat memberi perhatian khusus kepada
1| masyarakat dalam menyampaikan
pengaduannya

5 | aparat memahami kebutuhan spesifik
berdasarkan pengaduan

Aparat memiliki sikap tegas namun penuh
3 | perhatian dalam menangani pengaduan
masyarakat

4 | Aparat memberi kemudahan dalam
meyampaikan pengaduannya

5 | Aparat mendengarkan dengan seksama
pengaduan masyarakat
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Wawancara

1. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Keluarahan Kotamaksum I dalam peningkatan
pelayanan terhadap pelanggan?

2. Bagaimana tingkat kepuasan masyrakat menurut sudat pandang dari Lurah
Kotamatsum I di wilayah Kotamaksum I dalam pengurusan KTP?

3. Apakah Kelurahan Kotamatsum I memiliki standart waktu yang di tetapkan dalam
melayani masyarakat untuk pengurusan KTP?

4. Jika ada berapakah standart waktu yang dibutuhkan petugas yang melayani
masyarakat untuk pengurusan KTP?

5. Bagaimana dengan kondisi fasilitas ruang tunggu yang disediakan?

6. Bagaiman kinerja dan kapasitas pegawai yang dimiliki oleh Kelurahan Kotamaksum
1?

7. Apakah Kotamatsum I memiliki program pengembangan pegawai dalam upaya
peningkatan layanan kepada masyarakat?

8. Apa yang sudah dilakukan untuk menangani kepuasan pelanggan dalam hal ini
masyarakat yang melakukan pengurusan KTP?

Upaya apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan fasilitas
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